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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penyebab terjadinya disparitas pertimbangan hukum majelis hakim pada 

putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, salah satunya karena 

tidak ada Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

disparitas khususnya pada tindak pidana korupsi, adanya kebebasan 

hakim yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendakinya, 

sehingga tidak jarang menemui disparitas dalam prakteknya. 

2. Upaya dalam membatasi disparitas agar tidak terjadi pada tindak pidana 

korupsi adalah dengan mengevaluasi kembali mengenai Undang-Undang 

No.20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini kurang tegas. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya evaluasi dibatasinya atau diaturnya mengenai diparitas 

khususnya terhadap tindak pidana kourpsi, misalnya dalam Undang-

Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 
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tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, SEMA No.14 

tahun 2009 tentang pembinaan personil hakim, atau Undang-Undang No. 

48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 

2. Pemerintah harus lebih tegas dalam proses perumusan norman dan lebih 

memperhatikan subyek dan objeknya, ketidaktegasan dalam proses 

penyusunan hukum akan berdampak pada ketidakefektifan salam proses 

peneghakan hukum itu sendiri. 
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